
Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN REKTOR 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 

NOMOR : 26/ITl.A/PER/2024 

TENTANG 

BIAVA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, 

a. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya 
Operasional Pendidikan l7nggi pada Perguruan 17nggi Negeri di 
Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
RI Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional 
Pendidikan l7nggi; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, ITB telah melakukan 
konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi; 

c. bahwa konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditanggapi 
melalui surat Direktur Jenderal Pendidikan l7nggi, Riset, dan Teknologi 
nomor 0635/E/PR.07.04/2024; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB 
tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung. 

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan l7nggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut 

Teknologi Bandung; 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 

Mekanisme Pendanaan Perguruan 17nggi Negeri Sadan Hukum; 
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 
Mekanisme Pendanaan Perguruan 77nggi Negeri Sadan Hukum; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI 
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional 
Pendidikan l7nggi pada Perguruan l7nggi Negeri di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 

7. Peraturan Rektor ITB Nomor llA/ITl.A/PER/2024 tentang Biaya 
Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung; 



Menetapkan 

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI 
Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional 
Pendidikan Tinggi; 

9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 00S/SK/11-MWA/KP/2020 
tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-
2025. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG BIAVA 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 
1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat 1TB adalah Institut 

Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung. 
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi termasuk 

Program Profesi dan Program Non Gelar 1TB. 
4. Mahasiswa Transfer adalah mahasiswa 1TB yang sebelumnya menempuh 

studi di perguruan tinggi lain dan memperoleh pengakuan kredit di 1TB dari 
studi sebelumnya di Perguruan Tinggi lain. 

5. Semester adalah masa penyelenggaraan perkuliahan. 
6. Semester Reguler adalah Semester Ganjil atau Semester Genap. 
7. Semester Antara adalah Semester di antara Semester Genap suatu tahun 

ajaran dengan Semester Ganjil pada tahun ajaran berikutnya. 
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang 

dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran per semester. 

9. Iuran Pengembangan lnstitusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya 
yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan 
1TB selama menempuh pendidikan di ITB. 

10. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat SPI adalah 
sumbangan sukarela mahasiswa yang oleh 1TB akan digunakan sebagai 
beasiswa UKT bagi mahasiswa Program Sarjana 1TB. 

11. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah 
seluruh biaya proses pembelajaran yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa 
setiap semester. 

12. Program Sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan 
yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk 
segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan 
masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut, serta 
menghasilkan lulusan yang mampu mengamati, mengenali, dan melakukan 
pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, 
mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan 
mengikuti perkembangan. 



13. Program Magister merupakan kelanjutan linear Program Sarjana atau 
merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan 
menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan terutama dalam hal 
berdaya dpta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil 
kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, keluasan penguasaan ilmunya, 
dan/atau terapannya. 

14. Program Multidisiplin adalah skema program kerja sama program studi 
utama dengan program studi lain dalam satu jenjang yang sama. 

15. Program Doktor merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang 
mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang 
mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orisinil kepada 
bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada 
masyarakat ilmiah di lingkungannya. 

16. Program Pendidikan Non Gelar merupakan program pendidikan yang 
diselenggarakan ITB yang tidak memberikan gelar, dapat berupa pendidikan 
berkelanjutan, dan dapat diselenggarakan secara rutin (reguler) maupun 
tidak rutin (non-reguler). 

17. Program Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang 
menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan 
keahlian khusus. 

18. Seleksi Nasional adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program 
sarjana ITB yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah bersama 
perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. 

19. Seleksi Mandiri adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana 
ITB yang dilaksanakan sendiri oleh ITB. 

20. Seleksi Program Sarjana Intemasional adalah seleksi penerimaan 
mahasiswa baru program sarjana internasional ITB dan dilaksanakan 
sendiri oleh ITB. 

21. Program 5arjana Internasional adalah program pendidikan sarjana yang 
memberikan pengalaman dan atmosfer pembelajaran internasional sebagai 
nilai tambah dari kurikulum, dimana skema program yang termasuk program 
sarjana internasional diatur dalam ketentuan tersendiri. 

22. Program Magister Internasional adalah program pendidikan magister yang 
memberikan pengalaman dan atmosfer pembelajaran internasional sebagai 
nilai tambah dari kurikulum. 

23. Program Doktor Internasional adalah program pendidikan doktor yang 
memberikan pengalaman dan atmosfer pembelajaran internasional sebagai 
nilai tambah dari kurikulum. 

24. Pembelajaran Kampus adalah pembelajaran bagi Program Magister dan 
Doktor yang dilaksanakan di dalam Kampus ITB (Bandung, Jakarta, 
Jatinangor dan Cirebon) dengan model pembelajaran terjadwal sesuai 
rencana pembelajaran di dalam hari kerja dan jam kerja. 

25. Pembelajaran Khusus adalah pembelajaran bagi Program Magister dan 
Doktor yang dilaksanakan untuk berbagai kebutuhan khusus dari 
mahasiswa/mitra kerjasama, seperti penyelarasan kurikulum dengan 
kebutuhan topik khusus, penyelenggaraan di luar kampus ITB, penyesuaian 
kebutuhan jadwal khusus, dan/atau penyesuaian metoda pembelajaran 
dengan kombinasi offline, daring sinkron, daring asinkron, kerja lapangan, 
studi kasus lapangan. 

Pasal2 

(1) Ungkup pemberfakuan Peraturan ini mengatur BPP bagi mahasiswa 1TB, 
termasuk di dalamnya: 



a. UKT; 
b. IPI; 
c. Biaya lain dari aktivitas Program Multidisiplin; 
d. SPI. 

(2) Kewajiban mahasiswa membayar BPP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 

BABII 
UKT, IPI, DAN SPI PROGRAM SARJANA 

Bagian Kesatu 
UKT Mahasiswa Program Sarjana 

Pasal3 

Tarif UKT per semester untuk mahasiswa Program Sarjana dan Program 
Sarjana Internasional pada prinsipnya adalah sebesar tarif UKT-7 sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I Peraturan ini. 

Bagian Kedua 
IPI Mahasiswa Program Sarjana 

Pasal4 

(1) IPI dikenakan kepada mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui 
jalur penerimaan Seleksi Mandiri dan Program Sarjana Internasional. 

(2) Tarif IPI bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
prinsipnya adalah sebesar tarif IPl-4 sebagaimana tercantum pada 
Lampiran II Peraturan ini. 

(3) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan: 
a. 1 (satu) kali pada saat pendaft:aran ulang mahasiswa baru 1TB; atau 
b. melalui skema cidlan bagi mahasiswa Program Sarjana yang diterima 

melalui Seleksi Mandiri, dengan frekuensi cicilan selama-lamanya 6 
(enam) semester dengan nilai dcilan sekurang-kurangnya 
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini. 

Bagian Ketiga 
Beasiswa UKT dan Beasiswa IPI 

Mahasiswa Program Sarjana 

Pasal 5 

(1) Dalam hal mahasiswa Program Sarjana tidak mampu membayar UKT 
sebesar tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan/atau IPI sebesar 
tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka mahasiswa dapat 
mengajukan permohonan Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa IPI kepada 
1TB. 

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempuh 
prosedur permohonan Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa IPI sesuai 
ketentuan yang berlaku di 1TB. 



(3) Dalam permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
rnahasiswa wajib menuliskan pilihan kategori Beasiswa UKT dan/atau 
Beasiswa IPI, diantara UKT-1 sampai dengan UKT-6 dan/atau IPl-1 sampai 
dengan IPl-3 sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I 
dan/atau Lampiran II Peraturan ini. 

( 4) Perrnohonan Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa IPI dapat diajukan oleh 
mahasiswa setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru 1TB. 

(5) Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan melalui Sistem 
Inforrnasi Akademik ITS, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Unit Kerja ITS 
yang menangani urusan Pendidikan. 

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada 
Unit Kerja 1TB yang menangani urusan Kemahasiswaan dan Unit Kerja 1TB 
yang menangani urusan Keuangan untuk selanjutnya dilakukan proses 
evaluasl. 

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat merumuskan 
keputusan berikut: 
a. Menerima seluruhnya permohonan Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa 

IPI sesuai perrnohonan, dengan penetapan tarif UKT dan/atau tarif IPI 
sesuai dengan yang dimohonkan oleh mahasiswa; atau 

b. Menerima sebagian permohonan Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa IPI 
sesuai perrnohonan, dengan penetapan tarif UKT dan/atau tarif IPI 
atas keputusan 1TB yang menetapkan tarif UKT dan/atau tarif IPI 
diantara rentang UKT-1 sampai dengan UKT-6 dan/atau diantara 
rentang IPI-1 sampai dengan IPl-3 sesuai tarif sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan ini; atau 

c. Menolak seluruhnya permohonan Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa 
IPI, dan 1TB menyatakan tetap memberlakukan tarif UKT-7 dan/atau 
IPI-4 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Lampiran I dan/atau 
Lampiran II Peraturan ini. 

(8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final. 

(9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Unit 
Kerja 1TB yang menangani urusan Keuangan kepada Rektor untuk 
ditetapkan sebagai UKT per semester dan/atau IPI yang wajib dibayar oleh 
mahasiswa. 

(lO)Dalam hal ditemukan kecurangan dalam proses pengajuan permohonan 
Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa IPI sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan ini, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan data 
dan/atau dokumen palsu, maka kepada mahasiswa bersangkutan 
dikenakan sanksi: 
a. Keputusan Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa IPI dibatalkan; 
b. Mahasiswa tidak berhak mendapatkan Beasiswa UKT dan/atau 

Beasiswa IPI selama kuliah di 1TB; 
c. Otomatis berlaku tarif UKT-7 dan/atau IPI-4 sebagaimana tercantum 

pada Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan ini; 
d. Pelanggaran norrna akademik dan kemahasiswaan 1TB, dengan 

hukuman seberat-beratnya pembatalan status mahasiswa di 1TB. 



(ll)Atas pertimbangan tertentu, 1TB dapat memberikan Beasiswa UKT 
dan/atau Beasiswa IPI bagi mahasiswa yang diterima melalui program 
khusus. 

(12)Tarif Beasiswa UKT dan/atau Beasiswa IPI bagi mahasiswa program 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan 
Peraturan Rektor. 

Bagian Keempat 
SPI Mahasiswa Program Sarjana 

Pasal 6 

(1) SPI diperuntukkan bagi mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui 
jalur selain Seleksi Mandiri dan Program Sarjana Internasional. 

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan SPI, 
yang oleh 1TB akan digunakan sebagai Beasiswa UKT bagi mahasiswa 
Program Sarjana 1TB. 

(3) Besaran SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sendiri oleh 
mahasiswa dan/atau penanggung biaya pendidikan rnahasiswa. 

(4) SPI sebagaimana dimaksud pada pasall ini, dibayarkan: 
a. 1 (satu) kali pada saat pendaftaran ulang mahasiswa baru 1TB; atau 
b. Melalui skema cicilan, sebagai berikut: 

1. Pembayaran cicilan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) SPI 
selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan semester 
pertama; 

2. Pembayaran cidlan kedua sebesar 50% (lima puluh persen) SPI 
selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan semester 
kedua. 

(5) Dalam hal mahasiswa telah membayar SPI sebagairnana dimaksud pada 
ayat (4) dan yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri sebagai 
mahasiswa 1TB, maka SPI yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

Bagian Kelima 
UKT dan IPI Mahasiswa Program Sarjana 
Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) 

Pasal7 

(1) Mahasiswa Program Sarjana pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) 
dikenakan tarif UKT sebagai berikut: 
a. Semester 1 sampai dengan Semester 8 mengikuti tarif UKT dari 

Pemerintah; 
b. Semester 9 sampai dengan Semester 10 mengikuti tarif UKT-1 pada 

Lampiran I Peraturan ini; 
c. Setelah Semester 10 mengikuti tarif UKT-2 pada Lampiran I Peraturan 

ini; 
d. Semester Antara setelah Semester 9 mengikuti tarif UKT Semester 

Antara pada Lampiran I Peraturan ini. 

(2) Mahasiswa Program Sarjana KIP-K dibebaskan dari IPI. 



Bagian Keenam 
Penetapan UKT dan IPI Mahasiswa Program Sarjana 

Pasal8 

(1) Rektor menerbitkan Keputusan tentang UKT per semester dan/atau IPI 
bagi setiap mahasiswa Program Sarjana sebagairnana dimaksud dalam 
Peraturan ini. 

(2) Keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan: 
a. Indeks Ekonomi mahasiswa yang terdiri komponen data: penghasilan 

orang tua, jumlah tanggungan keluarga, pajak bumi bangunan, 
tagihan listrik atas tempat tinggal dan/atau data pendukung lain yang 
dapat merepresentasikan kemampuan ekonomi penanggung biaya 
pendidikan mahasiswa; 

b. Data mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan Beasiswa UKT 
dan/atau Beasiswa IPI; 

c. Penerima UKT-1, UKT-2 dan KIP-K diperuntukkan mahasiswa yang 
diterima melalui jalur Seleksi Nasional dan jalur Seleksi Mandiri; 

d. Persentase mahasiswa yang ditetapkan UKT-1, UKT-2 dan KIP-K 
berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jalur 
penerimaan mahasiswa baru. 

(3) UKT per semester dan/atau IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku sampai dengan mahasiswa menyelesaikan Program Sarjana di ITB. 

(4) Dikecualikan dalam keadaan tertentu, mahasiswa Program Sarjana dapat 
mengajukan permohonan peninjauan ulang penetapan keputusan UKT 
dan/atau IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dapat diajukan 
oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik 1TB sesuai jadwal yang 
ditetapkan oleh Unit Kerja 1TB yang menangani urusan Pendidikan. 

(6) Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan melakukan 
evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan 
menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5). 

(8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bersifat 
final. 

(9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) 
menyatakan permohonan peninjauan ulang diterima, maka hasil evaluasi 
disampaikan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan kepada 
Rektor untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor. 



BAB III 
UKT PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR 

Bagian Kesatu 
Tarif UKT Program Magister 

Pasal9 

(1) Tarif UKT per semester mahasiswa Program Magister sebagaimana 
tercantum pada Lampiran III Peraturan ini. 

(2) Tarif biaya lain per semester dari aktivitas pembelajaran Program 
Multidisiplin dan perhitungan UKT dengan biaya lain untuk Program 
Multidisiplin sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini. 

(3) Tarif UKT Program Magister melalui Program Khusus yang belum 
tercantum pada Lampiran III ditetapkan sesuai rancangan program 
pendidikan yang dievaluasl oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan 
akademik, dengan nilai UKT ditetapkan oleh Wakil Rektor ITB yang 
menangani urusan keuangan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya 
sesuai rancangan program. 

(4) Nilai UKT dengan biaya lain untuk suatu Program Multidisiplin ditetapkan 
sesuai rancangan program pendidikan yang dievaluasi oleh Wakil Rektor 
ITB yang menangani urusan akademik, dengan nilai UKT ditetapkan oleh 
Wakil Rektor ITB yang menangani urusan keuangan dengan 
mempertimbangkan kebutuhan biaya sesuai rancangan program. 

(5) Tarif UKT per semester mahasiswa Program Magister sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku sampai 
dengan mahasiswa menyelesaikan Program Magister di ITB. 

Bagian Kedua 
Tarif UKT Mahasiswa Program Doktor 

Pasal10 

(1) Tarif UKT per semester mahasiswa Program Doktor sebagaimana 
tercantum pada Lampiran V Peraturan ini. 

(2) Tarif UKT per semester Program Dolctor melalui Program Khusus yang 
belum tercantum pada Lampiran V ditetapkan sesuai rancangan program 
pendidikan yang dievaluasi oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan 
akademik, dengan nilai UKT ditetapkan oleh Wakil Rektor 1TB yang 
menangani urusan keuangan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya 
sesuai rancangan program. 

(3) Tarif UKT per semester mahasiswa Program Doktor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan mahasiswa 
menyelesaikan Program Doktor di 1TB. 



BABIV 
UKT MAHASISWA PROGRAM NON GELAR 

DAN MAHASISWA PROGRAM PROFESI 

Bagian Kesatu 
Tarif UKT Mahasiswa Program Non Gelar 

Pasal11 

(1) Tarif UKT per semester mahasiswa Program Non Gelar sebagaimana 
tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini. 

(2) Golongan tarif UKT per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sesuai program pendidikan yang dievaluasi oleh Wakil Rektor 
ITB yang menangani urusan akademik dan ditetapkan oleh Wakil Rektor 
ITB yang menangani urusan keuangan. 

Bagian Kedua 
Tarif UKT Mahasiswa Program Profesi 

Pasal 12 

(1) Tarif UKT per semester mahasiswa Program Profesi sebagaimana 
tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini. 

(2) Tarif UKT per semester bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berlaku sampai dengan mahasiswa menyelesaikan Program Profesi di 
ITB. 

BABY 
MEKANISME PEMBAYARAN 

Bagian Kesatu 
Mekanisme Pembayaran BPP Secara Umum 

Pasal13 

(1) Mahasiswa wajib membayar BPP dalam bentuk UKT, IPI, dan/atau biaya 
lain dari aktivitas Program Multidisiplin secara penuh pada setiap semester. 

(2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi pembayarannya 
selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan dimulai, sesuai 
Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan. 

(3) Ketentuan jadwal pembayaran BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak berlaku bagi Mahasiswa Baru. 

( 4) Mahasiswa Baru melakukan pembayaran BPP Pertama mengikuti jadwal 
khusus yang ditetapkan oleh ITB pada laman pengumuman pendaftaran 
ulang mahasiswa baru. 



(5) Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan 
Program Profesi dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran 
BPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini untuk semester genap 
atau semester ganjil, dengan cara mencicil. 

(6) Permohonan pembayaran BPP dengan skema cicilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh mahasiswa melalui Sistem 
Informasi Akademik ITB pada jadwal yang ditentukan oleh ITB. 

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dievaluasi oleh Unit 
Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan. 

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, 
informasi mengenai persetujuan periode cicilan akan disampaikan melalui 
laman Sistem Informasi Akademik 1TB, dan bagi permohonan yang tidak 
disetujui, mahasiswa wajib membayar BPP sesuai ketentuan. 

(9) ITB dapat menetapkan periode dan masa pembayaran cicilan BPP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan 2 (dua) skema periode 
dcilan sebagai berikut: 
a. Periode cicilan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, dengan tahapan 

pembayaran sebagai berikut: 
1. Pembayaran dcilan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) 

BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan 
semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB; 

2. Pembayaran dcilan kedua sebesar 50% (lima puluh persen) BPP 
selambat-lambatnya minggu ke delapan semester berjalan sesuai 
Kalender Pendidikan ITB. 

b. Periode cidlan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester, dengan tahapan 
pembayaran sebagai berikut: 
1. Pembayaran cicilan pertama sebesar 40% (empat puluh persen) 

BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan 
semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun 
berjalan; 

2. Pembayaran cicilan keclua sebesar 30% (tiga puluh persen) BPP 
selambat-lambatnya minggu ke delapan semester berjalan sesuai 
Kalender Pendidikan ITB; 

3. Pembayaran cicilan ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) BPP 
selambat-lambatnya sebelum hari pertama masa Ujian Akhir 
Semester sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan. 

(l0)Dalam hal mahasiswa terlambat melakukan pembayaran BPP, ITB berhak 
menghentikan fasilitas akses Single Sign On (SSO) mahasiswa hingga 
pembayaran BPP dilakukan. 

(ll)Dalam hal mahasiswa mengalami kendala dalam pembayaran BPP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada tahun berjalan, maka 
mahasiswa wajib menyampaikan pemberitahuan dan berkonsultasi kepada 
Unit Kerja ITB sebagai berikut: 
a. Untuk mahasiswa Program Sarjana kepada Unit Kerja ITB yang 

menangani urusan Kemahasiswaan; 
b. Untuk mahasiswa Program Magister dan Doktor kepada Unit Kerja ITB 

yang menangani urusan Pendidikan Pascasarjana; 
c. Untuk mahasiswa Program Profesi kepada Unit Kerja ITB yang 

menangani urusan Pendidikan Non Reguler. 



(12)Pembayaran BPP wajib dilaksanakan melalui bank yang bekerja sama 
dengan ITB, yang mekanismenya setiap semester tahun akademik berjalan 
diumumkan melalui laman Unit Kerja ITB yang menangani urusan 
Keuangan. 

(13)BPP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan atau dialihkan kepada 
mahasiswa lain. 

(14)Dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), 
apabila terdapat kelebihan pembayaran atas BPP yang ditetapkan dalam 
Peraturan ini atau Calon Mahasiswa yang belum mendapatkan layanan 
akademik. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Khusus Pembayaran BPP Pertama 

Mahasiswa Baru Program Sarjana 

Pasal 14 

(1) Mahasiswa Baru Program Sarjana melakukan pembayaran BPP Pertama, 
mengikuti jadwal khusus yang ditetapkan oleh ITB pada laman 
pengumuman pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Sarjana. 

(2) BPP Pertama pada prinsipnya adalah senilai tarif UKT-7 sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan ini, ditambah dengan IPI Pertama bagi 
mahasiswa yang diterima melalui jalur penerimaan Seleksi Mandiri atau 
Program Sarjana Intemasional, dan ditambah dengan SPI bagi mahasiswa 
yang terkait. 

(3) Dalam hal Mahasiswa Baru menyatakan tidak mampu membayar senilai 
tarif UKT-7 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, mahasiswa dapat 
mengajukan surat pemyataan tidak mampu yang akan dievaluasi oleh Unit 
Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan dan Unit Kerja ITB yang 
menangani urusan Keuangan. 

(4) Dalam hal Mahasiswa Baru sedang mengajukan permohonan Beasiswa IPI 
atau mengajukan permohonan pembayaran IPI dengan cara mencicil 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib membayar IPI Pertama 
sebesar Rp25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan mengikuti 
jadwal khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Dalam hal nilai Pembayaran UKT Pertama pada ayat (3) nilainya lebih kecil 
dari hasil penetapan UKT Mahasiswa sebagaimana pada Pasal 8, maka 
mahasiswa wajib membayarkan sisa kekurangan Pembayaran UKT Pertama 
dengan mengikuti jadwal khusus yang ditentukan oleh ITB. 

(6) Dalam hat nilai Pembayaran UKT Pertama pada ayat (3) nilainya lebih besar 
dari hasil penetapan UKT Mahasiswa sebagairnana pada Pasal 8, maka 
mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
sebagian Pembayaran UKT Pertama yang sudah dibayarkan dikurangi 
dengan nilai UKT yang ditetapkan oleh ITB. 



(7) Dalam hal IPI Pertama pada ayat (4) nilainya lebih besar dari hasil 
penetapan IPI Mahasiswa sebagaimana pada Pasal 8, maka mahasiswa 
dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan sebagian 
Pembayaran IPI Pertama yang sudah dibayarkan dikurangi dengan nilai IPI 
yang ditetapkan oleh ITB. 

(8) Mahasiswa Baru yang tidak melakukan pembayaran BPP Pertama sesuai 
ketentuan pada Peraturan ini akan dibatalkan status penerimaannya di ITS. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Khusus Pembayaran BPP Pertama 
Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor 

Pasal15 

(1) Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor melakukan 
pembayaran BPP Pertama mengikuti jadwal khusus yang ditetapkan oleh 
ITB pada laman pengumuman pendaftaran ulang mahasiswa baru Program 
Magister dan Program Doktor. 

(2) BPP Pertama Program Magister dan Program Doktor adalah senilai tarif 
UKT atau UKT dengan biaya lain dari aktivitas Multidisiplin. 

(3) Bagi Mahasiswa Baru Program Magister atau Program Doktor yang 
mengajukan permohonan pembayaran BPP dengan cara mencicil 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib membayar BPP Pertama 
sebesar 40% (empat puluh persen) dari BPP dengan mengikuti jadwal 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Bagi mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang 
permohonan pembayaran cicilan BPP telah disetujui oleh ITS, dan besaran 
dcilan pertama lebih besar dari BPP Pertama yang sudah dibayarkan, 
mahasiswa wajib membayarkan sisa kekurangan dcilan dengan mengikuti 
jadwal khusus yang ditentukan oleh ITS. 

Bagian Keempat 
Tarif Pengakuan Kredit 

Pasal16 

(1) Tarif pengakuan kredit per SKS bagi mahasiswa Program Sarjana, 
Magister, dan Doktor adalah sebagaimana teramtum dalam Lampiran VIII 
Peraturan ini. 

(2) Tarif pengakuan kredit pada ayat (1) dikenakan kepada Mahasiswa 
Transfer. 



BAB VI 
SANKSI DAN PENGECUAUAN 

Bagian Kesatu 
Ketentuan Sanksi 

Pasal17 

(1) Apabila BPP tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
ini, maka mahasiswa berstatus tidak aktif pada semester berjalan. 

(2) Mahasiswa pada ayat (1) tidak dapat menggunakan fasilitas akses Single 
Sign On (SSO) 1TB, tidak dapat mengikuti pembelajaran, dan tidak 
memperoleh layanan akademik pada semester berjalan. 

(3) 1TB dapat mengizinkan mahasiswa berstatus aktif kembali di semester 
berjalan apabila mahasiswa telah membayar BPP selambatnya hari terakhir 
masa Perubahan Rencana Studi (PRS). 

(4) Mahasiswa yang memiliki tunggakan BPP sampai dengan akhir semester, 
tidak dapat melakukan perencanaan studi pada semester berikutnya. 

(5) Mahasiswa yang memiliki tunggakan BPP hingga masa pengajuan proses 
kelulusan, maka 1TB berhak menunda kelulusan dan/atau pengunduhan 
ijazah dan/atau pengunduhan sertifikat digital dan/atau penyerahan ijazah 
cetak dan/atau penyerahan sertifikat cetak, sampai dengan status 
tunggakan diselesaikan. 

(6) 1TB berhak menunda pelaksanaan sidang akhir bagi mahasiswa Program 
Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi yang 
memiliki tunggakan BPP. 

(7) Penyelesaian tunggakan BPP yang belum dibayarkan setelah mahasiswa 
berstatus alumni akan ditangani oleh Unit Kerja ITB yang menangani 
urusan Kealumnian dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan. 

Bagian Kedua 
Pengecualian 

Pasal18 

BPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak mencakup pembayaran 
untuk: 
a. Biaya mahasiswa yang bersifat pribadi;. 
b. Biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja 

lapangan mahasiswa; 
c. Biaya program studi yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bertaraf 

nasional/internasional; 
d. Biaya asrama mahasiswa; 
e. Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri 

oleh mahasiswa; 
f. Asuransi kesehatan mahasiswa; 
g. Dana Lestari; dan 
h. Biaya keperluan pribadi mahasiswa dalam mengikuti prosesi wisuda. 



BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP 

Bagian Kesatu 
Ketentuan Lain-Lain 

Pasal 19 

(1) Bagi Mahasiswa yang mengikuti Program Outbound Mobility untuk 
Program Kembaran (Joint Degree atau Double Degree) atau Program 
Pertukaran (Exchange Program), atau mengikuti kegiatan akademik di luar 
kampus secara penuh dalam 1 (satu) semester yang dapat disetarakan 
hingga maksimal 24 (dua puluh empat) SKS, wajib membayar 50% (lima 
puluh persen) UKT. 

(2) Dalam hal ayat (1) dan mahasiswa masih memiliki tagihan IPI, mahasiswa 
wajib melakukan pembayaran IPI sesuai ketentuan pada Peraturan ini. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan, 
sepanjang telah ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja Sama antara 1TB 
dengan Universitas atau Industri Mitra 1TB. 

(4) Mahasiswa Program Inbound Mobility untuk Program Pertukaran Pelajar 
( Student Exchange Program) wajib membayar UKT sebagaimana dimaksud 
pada Lampiran VI Peraturan ini, kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian 
Kerja Sama antara 1TB dengan Universitas atau Industri Mitra 1TB. 

(5) Mahasiswa Program Intemational Inbound Mobility untuk Program 
Kembaran (Joint Degree atau Double Degree) wajib membayar UKT 
Program Sarjana Internasional sebagaimana dimaksud pada Lampiran I 
atau Program Magister Internasional sebagaimana dimaksud pada 
Lampiran III atau Program Doktor Internasional sebagaimana dimaksud 
pada Lampiran V, kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja Sama 
antara 1TB dengan Universitas atau Industri Mitra 1TB. 

(6) Mahasiswa Program Sarjana yang hanya mengambil mata kuliah sejenis 
Tugas Akhir sesuai ketentuan dari Wakil Rektor yang menangani urusan 
Akademik, dan merupakan pengambilan dengan urutan ganjil, dan tidak 
memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh 
persen) UKT. 

(7) Mahasiswa Program Sarjana yang hanya mengambil mata kuliah sejenis 
Tugas Akhir sesuai ketentuan dari Wakil Rektor yang menangani urusan 
Akademik, dan merupakan pengambilan dengan urutan genap, dan tidak 
memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) UKT. 

(8) Bagi mahasiswa yang diizinkan cuti kuliah pada suatu semester, 
dibebaskan dari pembayaran BPP pada semester tersebut. 

(9) Mahasiswa Program Magister yang rnengambil mata kuliah sejenis Tugas 
Akhir sesuai ketentuan dari Wakil Rektor yang menangani urusan 
Akademik, dan merupakan pengambilan dengan urutan genap, dan tidak 



memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh 
persen) BPP. 

(l0)Mahasiswa Program Doktor yang mengambil mata kuliah sejenis penulisan 
disertasi dan/atau sidang doktor sesuai ketentuan dari Wakil Rektor yang 
menangani urusan Akademik, dan merupakan pengambilan dengan urutan 
genap, dan tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 
50% (lima puluh persen) BPP. 

(ll)Mahasiswa Program Profesi yang mengambil sampai dengan 6 (enam) SKS 
sesuai ketentuan dari Wakil Rektor yang menangani urusan Akademik, dan 
tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 50% (lima 
puluh persen) BPP. 

(12)Mahasiswa Program 5arjana, Magister, Doktor, dan Profesi yang sudah 
menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan diizinkan 
mempertahankan status mahasiswa, wajib membayar sebesar 50% (lima 
puluh persen) BPP. 

(13)Calon mahasiswa Program 5arjana jalur penerimaan Seleksi Mandiri yang 
memiliki bukti pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) atau yang 
setingkat dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dibebaskan dari 
biaya pendaft:aran. 

(14)Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik wajib membayar sebesar 
100% (seratus persen) BPP. 

(15)Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor dengan status tidak 
aktif pada suatu semester dan akan aktif kembali di semester berikutnya, 
wajib menempuh proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik 
ITB dan membayar sebesar 50% (lima puluh persen) UKT untuk semester 
tidak aktif. 

(16)Mahasiswa dengan status menunggu yudisium, wajib membayar sebesar 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) UKT. 

(17)Dalam hal ITB menyelenggarakan program pendidikan kerja sama Program 
Sarjana, Magister, atau Doktor maka BPP yang dikenakan dapat terdiri 
uang kuliah dan biaya-biaya lain pelaksanaan pembelajaran serta 
ditetapkan melalui Perjanjian Kerja Sama. 

(18)Mahasiswa peserta Penyatuan Program atau Integrasi Sarjana-Magister 
membayar Uang Kuliah Program Magister senilai UKT terakhir mahasiswa 
ketika menempuh Program 5arjana, selama-lamanya 2 (dua) semester 
setelah mahasiswa lulus Program 5arjana. 

(19)Dalam hal UKT mahasiswa pada saat menempuh Program 5arjana pada 
ayat (18) melebihi tarif uang kuliah Program Magister pada Lampiran III 
atau Lampiran IV, mahasiswa peserta Penyatuan Program atau Integrasi 
Sarjana-Magister membayar Uang Kuliah Program Magister senilai tarif 
UKT-7 kategori selain Program Sarjana Intemasional pada Lampiran I 
Peraturan ini. 

11 ~ 



(20)Dalam hal mahasiswa Penyatuan Program atau Integrasi Sarjana-Magister 
belum menyelesaikan studi Program Magister dalam masa 2 (dua) 
semester setelah mahasiswa lulus Program Sarjana, maka tarif UKT yang 
berlaku adalah sebagaimana pada Lampiran III atau Lampiran IV 
Peraturan ini. 

(21)Dalam hal mahasiswa Penyatuan Program atau Integrasi Sarjana-Magister 
memiliki 2 (dua) status kemahasiswaan sebelum lulus Program Sarjana, 
mahasiswa membayar UKT untuk status Program Sarjana dan dibebaskan 
dari UKT untuk status kemahasiswaan Program Magister. 

(22) Dalam hal mahasiswa Penyatuan Program Magister-Doktor memiliki 2 
(dua) status kemahasiswaan sebelum lulus Program Magister, mahasiswa 
membayar UKT untuk status Program Magister dan dibebaskan dari UKT 
untuk status kemahasiswaan Program Doktor. 

Bagian Kedua 
Penutup 

Pasal20 

(1) Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan ini mulai 
berlaku untuk mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025. 

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan lain yang 
bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 9 Agustus 2024 

KNOLOGIBANDUNG 

V 

USUMAH, Ph.D. 
51992032001~ 

j 



LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
NOMOR : 26/ITl.A/ PER/ 2024 
TANGGAL : 9 Agustus 2024 

TARIF UKT PER SEMESTER PROGRAM SARJANA 

1. Tarif UKT Semester Reguler Program Sarjana (melalui jalur penerimaan Seleksi 
Nasional, Seleksi Mandiri, Mahasiswa Transfer) 

No Fakul tas/Sekolah UKT-1 (RpJ UKT-2 (Rp) UKT-3 (RpJ UKT-4(RpJ UKT-S (Rp} UKT-G(RpJ 

1 FMIPA-M 500,000 1,000,000 4,250,000 6,250,000 8,250,000 10,250.000 

2 SBM 500.000 1,000,000 6,500,000 8,500,000 10,500,000 12,500.000 

3 Selaln no 1 dan 2 500,000 1,000,000 4,500,000 6,500,000 8,500,000 10,500,000 

Catatan: 
• FMIPA-M: Program Studi Matematika dan Program Studi Aktuaria. 

2. UKT Semester Reguler Program Sarjana Internasional 

No Fakultas/Sekolah UKT-7 (Rp) 

1 FMIPA-M 24,500,000 

2 SBM, STEl·K 29,000,000 

3 Sela in no 1 dan 2 30,000,000 

Catatan: 
• STEI-K: Program Studi Teknik I nformat ika dan Program Studi Sistem Teknologi 

I nforrmasi. 

3 . Tarif UKT Semester Antara 

No. Program UKT Semester Antara per SKS 

1 Program Sarjana Rp 1,000,000 
2 Program Sarjana I nternasional Rp 2,500,000 

UKT-7 (Rp) 

12,250,000 

14,500,000 

12,500,000 

UMAH, Ph.D. 

~ 



LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
NOMOR : 26/ITl.A/PER/2024 
TANGGAL : 9 Agustus 2024 

TARIF IPI PROGRAM SARJANA 

1. Tarif IPI untuk ·atur enerimaan Seleksi Mandiri 
IPI IPl-1 (Rp) IPl-2 (Rp) IPl-3 (Rp) IPl-4(Rp) 

Total IPI (Rp) 55,000,000 65,000,000 75,000,000 85,000,000 

2. Skema cicilan IPI untuk jalur penerimaan Seleksi Mandiri* 
Skema Clcilan Smt-1 Smt-2 Smt-3 Smt-4 Smt-5 Smt-6 IPI Total 

IPl-4(RD) 25,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 85,000,000 

IPl-3(Rol 25,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 75,000,000 

IPl-2 (Rp) 25,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 65,000.000 

IPl-1 (Rp) 25,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 55,000,000 

* catatan: Skema cicilan yang tercantum pada tabel di atas merupakan frekuensi cicilan maksimal 
dan nilai cicilan minimal per semester. 

3. IPI untuk ·atur enerimaan Program Sarjana Internasional 
IPI IPl-4 (R 

Total IPI R ) 25,000,000 

TEKNOLOGIBANDUNG 

V 

WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D. 
0251992032001 ~ 



LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
NO MOR 26/ITl.A/ PER/ 2024 
TANGGAL : 9 Agustus 2024 

TARIF UKT PER SEMESTER PROGRAM MAGISTER 

1. Tarif UKT Semester Reguler Program Magister 

No. Program Studi Tarif UKT Per Semester 
1 Program Pembelajaran Kampus 

a. Magister Administrasi Bisnis (MAB) Rp 27,500,000 

b. Selain MAB Rp 15,500,000 

2 Program Pembelajaran Khusus 

a. Farmasi Industri Rp 27,000,000 

b. Program Internasional Rp 35,000,000 

C. Program Khusus Rp 35,000,000* 

* Merupakan tarif maksimum yang dapat ditetapkan mengikuti ketentuan Pasal 9 ayat (3). 

2. Tarif UKT Semester Antara Program Magister 

No. Program Studi Tarif UKT Per SKS 

1 Program Pembelajaran Kampus 

a. Magister Administrasi Bisnis (MAB) Rp 1,850,000 

b. Selain MAB Rp 1,550,000 

2 Program Pembelajaran Khusus 

a. Farmasi Industri Rp 1,800,000 

b. Program Internasional Rp 2,350,000 

c. Program Khusus Rp 2,350,000** 

** Merupakan tarif maksimum yang dapat ditetapkan mengikuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) . 

✓ 

ADIKUSUMAH, Ph.D. 
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LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR 
INSTITLJT TEKNOLOGI BANDUNG 
NOMOR : 26/ITl .A/PER/2024 
TANGGAL : 9 Agustus 2024 

TARIF BIAVA LAIN DAN PERHITUNGAN UKT DENGAN BIAVA LAIN 
PROGRAM MAGISTER MULTIDISIPLIN 1TB 

1. Tarif Biaya Lain Aktivitas Program Multidisiplin 

Kategori Aktivitas Program Multidisiplin Biaya Lain Per Semester Aktivitas 
Program Multidisiplin 

A Pembimbingan tesis multidisplin Rp 3,500,000 

B 
Magang industri/komunitas kreatif/rumah Rp 3,000,000 
sakit/laboratorium 

C Seminar/workshop kolaborasi Rp 6,500,000 

D Penelitian di industri/instansi/ komunitas Rp 3,500,000 

E 
Narasumber (termasuk Penguji) dari Rp 1,500,000 
industrijinstansi/praktisi 

F Pameran hasil riset Rp 1,000,000 

2. Perhitungan Tarif BPP Semester Reguler untuk Program Multidisiplin 

BPP = UKT Semester Reguler + Biaya Lain Aktivitas Multidisiplin 

dimana: Tarif UKT Semester Reguler mengacu kepada Lampiran III. 

IRAHADIKUSUMAH, Ph.D. 
-.:::::::::::ei~~H0251992032001 ,::::::::::--



LAMPIRAN V PERATURAN REKTOR 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
NOMOR : 26/ITl.A/PER/ 2024 
TANGGAL : 9 Agustus 2024 

TARIF UKT PER SEMESTER MAHASISWA PROGRAM DOKTOR 

1. Tarif Uang Kuliah Semester Reguler Program Doktor 

No. Program Studi Tarif UKT Per Semester 
1 Program Pembelajaran Kampus 

a. Doktor Sains Manajemen (DSM) Rp 27,500,000 

b. Selain DSM Rp 17,000,000 

2 Program Pembelajaran Khusus 

a. Program Internasional Rp 37,500,000 

b. Program Khusus Rp 37,500,000* 

* Merupakan tarif maksimum yang dapat ditetapkan mengikuti ketentuan Pasal 10 ayat (2). 

2. Tarif Uang Kuliah Semester Antara Program Doktor 

No. Program Studi Tarif UKT Per SKS 

1 Program Pembelajaran Kampus 

a. DSM Rp 1,850,000 

b. Selain DSM Rp 1,150,000 

2 Program Pembelajaran Khusus 

a. Program Internasional Rp 2,350,000 

b. Program Khusus Rp 2,500,000** 

** Merupakan tarif maksimum yang dapat ditetapkan mengikuti ketentuan Pasal 10 ayat (2). 
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LAMPIRAN VI PERATURAN REKTOR 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
NOMOR : 26/ITl.A/PER/2024 
TANGGAL : 9 Agustus 2024 

TARIF UKT PROGRAM NON GELAR 

No. Uraian 
1 Program Sarjana 

a. Golongan I 
b. Golongan II 
c. Golongan III 
d. Golongan IV 
e. Golongan V 
f . Golongan VI 
g . Golongan VII 

2 Program Magister Farmasi lndustri 

3 Program Magister 
a. Golongan I 
b. Golongan II 
C. Golongan III 
d. Golongan IV 
e. Golongan V 

4 Program Magister selain no. 2 dan 3 

5 Program Doktor 
a. Golongan I 
b. Golongan II 

Tarif UKT per SKS 

Rp 100,000 
Rp 500,000 
Rp 1,000,000 
Rp 1,750,000 
Rp 2,000,000 
Rp 2,500,000 
Rp 3,500,000 

Rp 3,750,000 

Rp 1,250,000 
Rp 2,500,000 
Rp 5,000,000 
Rp 6,000,000 
Rp 7,000,000 

Rp 2,250,000 

Rp 3,000,000 
Rp 4,750,000 

TEKNOLOGIBANDUNG 

IRAHADIKUSUMAH, Ph.D. 
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LAMPIRAN VII PERATURAN REKTOR 
INSIDUT TEKNOLOGI BANDUNG 
NOMOR : 26/ ITl.A/PER/2024 
TANGGAL : 9 Agustus 2024 

TARIF UKT PER SEMESTER PROGRAM PROFESI 

No. 

1 

2 

Uraian Tarif UKT 
per Semester 

Profesi I nsinyur 
a. Jalur Pendidikan Pembelajaran Rekognisi Pengalaman Rp 12,500,000 

Lampau 
b. Jalur Pendidikan Rp 15,000,000 
C. Skema Sertifikasi Internasional Program Studi Teknik Rp 35,000,000 

Geodesi dan Geomatika dengan kekhususan Hidrografi 

Profesi Apoteker Rp 16,000,000 

WI RAHADIKUSUMAH, Ph.D. 
0251992032001~ 



LAMPIRAN VIII PERATURAN REKTOR 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
NOMOR : 26/ITl .A/ PER/ 2024 
TANGGAL : 9 Agustus 2024 

TARIF PENGAKUAN KREDIT MAHASISWA TRANSFER 

No. Uraian 

1 Sarjana 
a. Program Sarjana 

b. Program Sarjana Internasional 

2 Magister 

a. Program Magister 

b. Program Magister Internasional 

3 Doktor 
a. Program Doktor 

b. Program Doktor lnternasional 

Tarif Pengakuan Kredit 
per SKS 

Rp 1,250,000 

Rp 1,750,000 

Rp 1,500,000 

Rp 2,250,000 

Rp 1,750,000 

Rp 2,500,000 

TEKNOLOGIBANDUNG 

WI RAHADIKUSUMAH, Ph.D. 
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